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REFORMULASI KEWENANGAN PENUNTUT UMUM 
TERHADAP PENERAPAN SAKSI MAHKOTA 

DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: 
I Putu Gede Sumariartha Suara1 

Abstract
Regarding the regulation and application of the crown witness by the public 
prosecutor in handling corruption case as stated in the Criminal Law of Formil 
applicable in Indonesia in this case KUHAP (Indonesian Criminal Procedural 
Law Code) especially Article 142 Indonesian Criminal Procedural Law Code 
still cause the existence of obscurity of norm so that in practice of judiciary there 
is no definite measure about application criteria a crown witness by a public 
prosecutor in the proof of a criminal case, especially a criminal act of corruption. 
As for the matters discussed in this regard that is about 1) Arrangement of the 
Public Prosecutor’s Authority on the application of the crown witness in the 
proving of corruption crime according to the perspective of Indonesian Positive 
Law (Ius Constitutum) covers the setting up of the crown witnesses in positive 
law in Indonesia as well as comparative regulation of crown witnesses in the 
United States and the Netherlands and 2) Formulation of Authority for the Public 
Prosecutor on the application of the crown witness in the proving of corruption 
in accordance with the perspective of the coming Law (ius Constituendum) 
includes the appropriate term used to mention the crown witness, the limits 
of the application of the crown witness, the plea bargain adaptation system in 
the Positive Law in Indonesia, the requirements of being a crown witness, the 
proper punishment of the crown witness and the formulation of Article 142 of the 
Indonesian Criminal Procedural Law Code so as to grant the limitative authority 
to the Public Prosecutor against the application of the crown witness

Keyword : Reformulation, Public Prosecutor, Crown Witness, 
       Corruption Crime  

Abstrak
Mengena� pengaturan dan penerapan saks� mahkota oleh penuntut umum dalam 
penanganan perkara t�ndak p�dana korups� sebaga�mana tercantum dalam 
Hukum P�dana Form�l yang berlaku d� Indones�a dalam hal �n� ya�tu KUHAP 
khususnya Pasal 142 KUHAP mas�h men�mbulkan adanya kekaburan norma 
seh�ngga dalam praktek perad�lan belum terdapat ukuran yang past� mengena� 
kr�ter�a penerapan saks� mahkota oleh penuntut umum dalam pembukt�an suatu 
perkara p�dana khususnya t�ndak p�dana korups�. Adapun yang d�bahas dalam 
hal �n� ya�tu mengena� 1) Pengaturan Kewenangan Penuntut Umum terhadap 
penerapan saks� mahkota dalam pembukt�an t�ndak p�dana korups� menurut 
perspekt�f Hukum Pos�t�f Indones�a (Ius Constitutum) mel�put� pengaturan 
saks� mahkota dalam hukum pos�t�f d� Indones�a serta perband�ngan pengaturan 

1         Jaksa Fungs�onal pada Kejaksaan Neger� Tabanan, e-ma�l :sumar�artha@gma�l.com
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saks� mahkota d� Negara Amer�ka Ser�kat dan Belanda dan 2) Formulas� 
Kewenangan Bag� Penuntut Umum terhadap penerapan saks� mahkota dalam 
pembukt�an t�ndak p�dana korups� menurut perspekt�f Hukum yang akan datang 
(Ius Constituendum) mel�put� �st�lah yang tepat d�paka� untuk menyebutkan 
saks� mahkota, batas-batas penerapan saks� mahkota, adaptas� plea barga�n 
system dalam Hukum Pos�t�f d� Indones�a, syarat-syarat menjad� saks� mahkota, 
pem�danaan yang tepat d�terapkan terhadap saks� mahkota serta formulas� Pasal 
142 KUHAP seh�ngga member�kan kewenangan secara l�m�tat�f kepada Penuntut 
Umum terhadap penerapan saks� mahkota.

Kata kunc� : Reformulasi, Penuntut Umum, Saksi Mahkota, Tindak   
                  Pidana Korupsi  

  

I. PENDAHULUAN
Kejaksaan Republ�k Indones�a 

sebaga� salah satu bag�an atau 
komponen dar� s�stem perad�lan p�dana 
(criminal justice system) d� Indones�a. 
Sebaga� salah satu aparat penegak 
hukum yang mempunya� kewenangan 
untuk melakukan peny�d�kan terhadap 
perkara t�ndak p�dana korups� 
sebaga�mana d�atur dalam Pasal 30 
ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 
30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 
Republ�k Indones�a Nomor 16 Tahun 
2004 Tentang Kejaksaan Republ�k 
Indones�a selanjutnya d�sebut UU RI 
No.16 Tahun 2004 serta berdasarkan 
Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan 
Pres�den Republ�k Indones�a Nomor 
38 Tahun 2010 Tentang Organ�sas� 
dan Tata Kerja Kejaksaan Republ�k 
Indones�a selanjutnya d�sebut Perpres 
No.38 Tahun 2010. 

Mengena� pembukt�an perkara 
t�ndak p�dana korups� yang d�tangan� 
oleh Kejaksaan Republ�k Indones�a 
ser�ngkal� mel�batkan leb�h dar� 1 
(satu) orang pelaku t�ndak p�dana 
korups� maka dalam hal penuntutan 

terhadap pelaku atau terdakwa t�ndak 
p�dana korups� d�lakukan secara 
terp�sah atau secara splitsing art�nya 
berkas mas�ng-mas�ng pelaku t�ndak 
p�dana korups� d�buat secara terp�sah 
serta dalam pengenaan pasal terhadap 
pelaku t�ndak p�dana korups� sela�n 
d�kenakan pasal-pasal dalam Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan T�ndak P�dana Korups� 
sebaga�mana telah d�ubah dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2001 selanjutnya d�sebut UUPTPK 
juga d�tambahkan atau d�-jouncto-
kan dengan pasal-pasal yang terdapat 
dalam K�tab Undang-undang Hukum 
P�dana selanjutnya d�sebut KUHP 
d�mana hal tersebut berdasarkan Pasal 
103 KUHP. B�asanya perkara t�ndak 
p�dana korups� ser�ng mel�batkan leb�h 
dar� 1 (satu) orang pelaku t�ndak p�dana 
korups� seh�ngga secara otomat�s 
menyebabkan penuntutan terhadap 
mas�ng-mas�ng pelaku t�ndak p�dana 
korups� d�lakukan secara terp�sah. 
Adanya penuntutan yang d�lakukan 
secara terp�sah kepada mas�ng-mas�ng 
pelaku t�ndak p�dana korups� akan 
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memunculkan adanya saks� mahkota. 
Dalam praktek, antara seorang 
terdakwa dengan terdakwa la�n yang 
bersama-sama melakukan t�ndak 
p�dana, b�sa d�jad�kan saks� antara 
yang satu dengan yang la�n dan saks� 
yang d�ajukan sepert� tersebut d� atas, 
d�sebut saks� mahkota (kroongetuige), 
pada saat yang la�n �a d�jad�kan 
terdakwa.2 

Mengena� peran dan kedudukan 
saks� mahkota mas�h menjad� 
perdebatan d�antara para pakar atau ahl� 
hukum p�dana seh�ngga menyebabkan 
terjad�nya problemat�ka yur�d�s terka�t 
dengan peran dan kedudukan saks� 
mahkota dalam pembukt�an perkara 
t�ndak p�dana khususnya perkara t�ndak 
p�dana korups� serta secara l�m�tat�f 
peran dan kedudukan saks� mahkota 
belum d�atur secara tegas dalam 
aturan hukum form�l yang berlaku d� 
Indones�a dalam hal �n� ya�tu Undang-
undang Republ�k Indones�a Nomor 8 
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 
P�dana selanjutnya d�sebut KUHAP 
seh�ngga menyebabkan terjad�nya 
ket�dakjelasan mengena� pengaturan 
dan penerapan saks� mahkota karena 
dalam Pasal 142 KUHAP yang 
menyebutkan bahwa “dalam hal 
penuntut umum mener�ma satu berkas 
perkara yang memuat beberapa t�ndak 
p�dana yang d�lakukan oleh beberapa 
orang tersangka yang t�dak termasuk 
dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut 

2 Har� Sasangka dan L�ly Ros�ta, 2003, Hukum 
Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk 
Mahasiswa dan Praktisi, Penerb�t CV. Mandar 
Maju, Bandung, hlm.51.   

Umum dapat melakukan penuntutan 
terhadap mas�ng-mas�ng terdakwa 
secara terp�sah” kemud�an dalam 
Penjelasan Pasal 142 KUHAP hanya 
menyatakan cukup jelas dan t�dak 
menjelaskan art� dan maksud dar� 
ketentuan Pasal 142 KUHAP tersebut 
dan kata dapat pada Pasal 142 KUHAP 
tersebut menyebabkan terjad�nya 
problemat�ka yur�d�s mengena� perlu 
t�daknya penerapan saks� mahkota 
dalam hal penuntutan terhadap mas�ng-
mas�ng terdakwa secara terp�sah 
sebaga�mana d�sebutkan dalam Pasal 
142 KUHAP seh�ngga menyebabkan 
adanya kekaburan norma khususnya 
menyebabkan ket�dakjelasan 
penerapan saks� mahkota dalam 
praktek perad�lan. 

Problemat�ka yur�d�s terka�t 
dengan peran dan kedudukan 
saks� mahkota juga terl�hat dalam 
yur�sprudens� Putusan Mahkamah 
Agung terka�t dengan penerapan saks� 
mahkota ya�tu terutama dalam Putusan 
Mahkamah Agung Republ�k Indones�a 
Nomor 66 K/Kr/1967 tanggal 25 
Oktober 1967 yang membenarkan 
penerapan saks� mahkota dalam prakt�k 
perad�lan p�dana tetap� hal tersebut 
berbeda dengan Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 1174 K/P�d/1994 tanggal 
29 Apr�l 1995 dengan terdakwa Ny. 
Mut�ara, SH. dan Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 1952 K/P�d/1994 
tanggal 29 Apr�l 1995 dengan terdakwa 
Bambang Wuryangtoyo, W�dayat 
dan Ahmad Sut�yono Prayog� yang 
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melarang penerapan saks� mahkota.3 
Dalam perkembangannya, dengan 
adanya Pasal 1 Angka 2 Undang-
undang Republ�k Indones�a Nomor 31 
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Perl�ndungan Saks� dan 
Korban selanjutnya d�sebut UU RI 
No.31 Tahun 2014 yang menyebutkan 
bahwa “Saks� Pelaku adalah tersangka, 
terdakwa atau terp�dana yang bekerja 
sama dengan penegak hukum untuk 
mengungkap suatu t�ndak p�dana 
dalam kasus yang sama”. Sebelum 
berlakunya UU RI No. 31 Tahun 2014, 
Mahkamah Agung Republ�k Indones�a 
sudah menerb�tkan Surat Edaran 
Nomor : 04 Tahun 2011 Tentang 
Perlakuan Bag� Pelapor T�ndak P�dana 
(Whistleblower) dan Saks� Pelaku Yang 
Bekerja sama (Justice Collaborators) 
d� dalam perkara t�ndak p�dana tertentu 
selanjutnya d�sebut SEMA No.04 
Tahun 2011 terutama pada po�n 9 huruf 
a yang menyebutkan bahwa “pedoman 
untuk menentukan seseorang sebaga� 
Saks� Pelaku yang Bekerjasama 
(Justice Collaborator) adalah 
sebaga� ber�kut : yang bersangkutan 
merupakan salah satu pelaku t�ndak 
p�dana tertentu sebaga�mana d�maksud 
dalam SEMA �n�, mengaku� kejahatan 
yang d�lakukannya, bukan pelaku 
utama dalam kejahatan tersebut serta 
member�kan keterangan sebaga� saks� 
d� dalam proses perad�lan”. Bahwa 
yang menjad� ukuran t�ndak p�dana 
tertentu sebaga�mana yang tercantum 

3         Ibid., hlm.52-53.  

dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 
ya�tu mengacu kepada po�n angka 
1 SEMA No. 04 Tahun 2011 yang 
menyebutkan bahwa t�ndak p�dana 
tertentu yang bers�fat ser�us sepert� 
t�ndak p�dana korups�, teror�sme, 
t�ndak p�dana narkot�ka, t�ndak 
p�dana pencuc�an uang, perdagangan 
orang, maupun t�ndak p�dana la�nnya 
yang bers�fat terorgan�s�r, telah 
men�mbulkan masalah dan ancaman 
yang ser�us terhadap stab�l�tas dan 
keamanan masyarakat seh�ngga 
meruntuhkan lembaga serta n�la�-
n�la� demokras�, et�ka dan kead�lan 
serta membahayakan pembangunan 
berkelanjutan dan supremas� hukum. 
Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU RI 
No. 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 04 
Tahun 2011 tersebut secara l�m�tat�f 
mengaku� adanya penerapan saks� 
pelaku atau saks� mahkota terutama 
dalam penanganan t�ndak p�dana 
korups� tetap� tetap saja dalam prakt�k 
perad�lan mas�h terjad� kekaburan 
norma karena belum d�aturnya secara 
tegas saks� mahkota dalam Hukum 
P�dana Formal atau dalam KUHAP.  

 Rumusan masalah yang akan 
d�bahas pada penel�t�an �n� ya�tu 
berka�tan dengan Baga�manakah 
Pengaturan Kewenangan Penuntut 
Umum terhadap penerapan saks� 
mahkota dalam pembukt�an t�ndak 
p�dana korups� menurut perspekt�f 
Hukum Pos�t�f Indones�a (Ius 
Constitutum) ? dan Baga�manakah 
Formulas� Kewenangan Bag� Penuntut 
Umum terhadap penerapan saks� 
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mahkota dalam pembukt�an t�ndak 
p�dana korups� menurut perspekt�f 
Hukum yang akan datang (Ius 
Constituendum) ?

Or�s�nal�tas atau penel�t�an-
penel�t�an terdahulu pada penel�t�an 
�n� sebaga� ber�kut pertama art�kel dar� 
Amrullah yang berjudul Parad�gma 
Saks� Mahkota dalam Pers�dangan 
P�dana d� Indones�a4, kedua art�kel dar� 
S�tt� Nurhayat� Syamsun�ngs�h berjudul 
Perl�ndungan Hukum Terhadap Saks� 
Mahkota dalam Perkara T�ndak P�dana 
Korups�5,  ket�ga art�kel dar� N� Wayan 
S�naryat� berjudul Fungs� Jaksa dalam 

Menuntut Terdakwa Korups� 
untuk Pengembal�an Kerug�an 
Keuangan Negara Perspekt�f S�stem 
Perad�lan P�dana Indones�a.6 Dar� 
penel�t�an-penel�t�an tersebut yang 
menjad� �st�mewa dar� penel�t�an �n� 
adalah menganal�s�s Kewenangan 
Penuntut Umum Terhadap Penerapan 
Saks� Mahkota Dalam Pembukt�an 

4 Amrullah, 2014, “Parad�gma Saks� Mahkota 
Dalam Pers�dangan P�dana D� Indones�a”, 
Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 2 No. 2 ed�s� 
Me� 2014, (C�ted  2017 Okt.16), ava�lable 
from : URL : http://journal.scad�ndependent.
org/�ndex.php/j�peuradeun/art�cle/v�ew/26.

5 Sitti Nurhayati Syamsuningsih, 2016, 
“Perl�ndungan Hukum Terhadap Saks� 
Mahkota Dalam Perkara T�ndak P�dana 
Korups�”, Katalog�s, Vol. 4 No. 7 Tahun 
2016, (c�ted 2017 Okt.16), ava�lable from : 
URL : http://jurnal.untad.ac.�d/jurnal/�ndex.
php/Katalog�s/art�cle/v�ew/6634

6 N� Wayan S�naryat�, “Fungs� Jaksa Dalam 
Menuntut Terdakwa Korups� Untuk 
Pengembal�an Kerug�an Keuangan Negara 
Perspekt�f S�stem Perad�lan P�dana Indones�a”, 
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana 
Master Law Journal), Vol. 4 No. 1 ed�s� Me� 
2015, (c�ted 2017 Okt.16), ava�lable from : 
URL :https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu/
art�cle/v�ew/13049

T�ndak P�dana Korups�. 
Adapun yang menjad� tujuan 

umum dar� penul�san jurnal �n� ya�tu 
: untuk meng�nventar�s�r kewenangan 
Penuntut Umum yang terdapat dalam 
hukum pos�t�f d� Indones�a serta 
mengkaj� dan menganal�s�s secara 
kr�t�s mengena� adanya kekaburan 
norma terutama pada Pasal 142 
KUHAP terka�t kewenangan Penuntut 
Umum Dalam Penerapan Saks� 
mahkota Dalam Pembukt�an Perkara 
Korups�. Tujuan khusus dar� penul�san 
jurnal �n� ya�tu : 1) untuk menganal�s�s 
dan mengkaj� secara kr�t�s mengena� 
pengaturan kewenangan Penuntut 
Umum Terhadap Penerapan Saks� 
Mahkota Dalam Pembukt�an T�ndak 
P�dana Korups� Menurut perspekt�f 
Hukum Pos�t�f Indones�a (Ius 
Constitutum) yang d�lakukan dengan 
melakukan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual 
serta pendekatan komparat�f dengan 
Negara Amer�ka Ser�kat , Negara 
Afr�ka Selatan dan Negara Belanda; 
2) Untuk menganal�s�s dan mengkaj� 
formulas� Kewenangan Bag� Penuntut 
Umum terhadap Penerapan Saks� 
Mahkota Dalam Pembukt�an T�ndak 
P�dana Korups� Menurut Perspekt�f 
Hukum yang akan dat�ng (Ius 
Constituendum).

  
II. METODE PENELITIAN

Mengena� jen�s penel�t�an 
yang d�paka� ya�tu penel�t�an hukum 
normat�f  karena membahas mengena� 
adanya kekaburan norma karena belum 
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adanya norma yang mengatur secara 
jelas mengena� �st�lah yang tepat yang 
d�paka� untuk saks� pelaku yang bekerja 
sama karena berdasarkan praktek 
pengad�lan d� Indones�a mas�h ser�ng 
menggunakan �st�lah saks� mahkota 
sedangkan berdasarkan UU RI No. 31 
Tahun 2014 mempergunakan �st�lah 
saks� pelaku dan adanya kekaburan 
norma pada Pasal 142 KUHAP 
terutama pada kata dapat seh�ngga 
Penuntut Umum t�dak mem�l�k� 
kepast�an hukum dalam penerapan 
saks� mahkota. Menurut Peter 
Mahmud Marzuk� yang menyebutkan 
bahwa “pendekatan-pendekatan yang 
d�gunakan d� dalam penel�t�an hukum 
adalah pendekatan undang-undang 
(statute approach), pendekatan 
kasus (case approach), pendekatan 
h�stor�s (historical approach), 
pendekatan komparat�f (comparative 
approach) dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach)”.7 Mengena� 
jen�s pendekatan yang d�pergunakan 
dalam penul�san �n� ya�tu (1) 
pendekatan undang-undang (statute 
approach); (2) pendekatan komparat�f 
(comparative approach) dan (3) 
pendekatan konseptual (conceptual 
approach). Mengena� bahan hukum 
yang d�pergunakan dalam penul�san 
�n� ya�tu bahan hukum pr�mer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum 
tert�er dengan mempergunakan tekn�k 
bola salju kemud�an selanjutnya 
d�anal�s�s dengan mempergunakan 
7 Peter Mahmud Marzuk�, 2007, Penelitian 

Hukum, Kencana Prenada Med�a Group, 
Jakarta, hlm.93. 

tekn�k deskr�ps�, tekn�k argumentas� 
dan tekn�k s�stemat�sas�.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Pengaturan Kewenangan 

Penuntut Umum terhadap 
penerapan saksi mahkota 
dalam pembuktian tindak 
pidana korupsi menurut 
perspektif Hukum Positif 
Indonesia (Ius Constitutum)
Per�st�lahan mengena� saks� 

mahkota antara Negara yang satu 
dengan Negara yang la�n sangat 
bervar�as�. Penggunaan saks� mahkota 
d� berbaga� Negara juga terjad� dengan 
�st�lah : kroon’getuige d� Belanda, 
staatszungen d� Jerman, Pentiti 
kemud�an menjad� collaboratore della 
giustizia d� Ital�a, selanjutnya dengan 
berbaga� �st�lah sepert� informant 
witness, accomplice evidence, 
corroborative evidence, justice 
collaboratour d� Amer�ka Ser�kat.8  
Mengena� pengaturan saks� mahkota 
terdapat dalam beberapa Peraturan 
Perundang-undangan ya�tu : 1) Pasal 
10A Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat 
(4) dan Ayat (5) UU RI No. 31 Tahun 
2014; 2) po�n 9 SEMA No.4 Tahun 
2011. Mengena� pengaturan tugas dan 
kewenangan seorang Jaksa khususnya 
Penuntut Umum terdapat pada Pasal 
30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UURI 
No. 16 Tahun 2004. 

Berdasarkan Pasal 10A UURI 
No.31 Tahun 2014, po�n 9 SEMA No.4 
8 Mohammad Ask�n, 2014, Peran Hak�m 

Terhadap Penggunaan Saks� Mahkota, Varia 
Peradilan, Tahun XXIX No.346, hlm.17. 
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Tahun 2011 serta Pasal 30 UURI No.16 
Tahun 2004 sebaga�mana d�sebutkan 
d�atas maka peran penuntut umum 
yang berka�tan dengan penerapan saks� 
mahkota dalam pembukt�an suatu 
perkara t�ndak p�dana korups� ya�tu 
Jaksa dalam kapas�tasnya sebaga� 
peny�d�k melakukan peny�d�kan 
terhadap t�ndak p�dana tertentu 
berdasarkan undang-undang termasuk 
d� dalamnya melakukan peny�d�kan 
terhadap t�ndak p�dana korups�. Dalam 
penanganan t�ndak p�dana korups� 
maka Jaksa sela�n bert�ndak sebaga� 
penuntut umum maka Jaksa juga dapat 
bert�ndak sebaga� peny�d�k. Dalam 
praktek seorang penuntut umum 
ser�ng mempergunakan saks� mahkota 
terutama terhadap perkara t�ndak 
p�dana korups� yang d�lakukan oleh 
leb�h dar� 1 (satu) orang pelaku.  

Mengena� penerapan saks� 
mahkota dalam pembukt�an perkara 
t�ndak p�dana korups� yang d�lakukan 
oleh penuntut umum d�ka�tkan dengan 
Konsep Negara Hukum sebaga�mana 
yang d�kemukakan oleh Freder�ch 
Jul�us Stahl. Bahwa Freder�ch 
Jul�us Stahl mempergunakan �st�lah 
Rechtsstaat dan Freder�ch Jul�us 
Stahl mengemukakan set�daknya 
empat unsur dar� Rechtsstaat ya�tu : 
(1) jam�nan terhadap hak-hak asas� 
manus�a; (2) adanya pembag�an 
kekuasaan (scelding van macht); (3) 
Pemer�ntahan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan (wet matigheid 
van heit bestuur); dan (4) adanya 
perad�lan adm�n�stras� Negara yang 

berd�r� send�r� (�ndependen).9 Mengena� 
salah satu konsep Rechtsstaat yang 
d�kemukakan oleh Freder�ch Jul�us 
Stahl yang terka�t dengan penul�san 
�n� ya�tu mengena� adanya jam�nan 
terhadap hak-hak asas� manus�a 
termasuk mengena� penerapan 
saks� mahkota yang d�lakukan oleh 
Penuntut Umum dalam pembukt�an 
perkara t�ndak p�dana korups�. 
Selama �n� pengert�an mengena� saks� 
mahkota dalam praktek Perad�lan d� 
Indones�a telah salah kaprah karena 
set�ap pelaku yang tergabung dalam 
penyertaan dalam suatu t�ndak p�dana 
dapat d�jad�kan sebaga� saks� mahkota 
padahal yang hanya dapat d�jad�kan 
sebaga� saks� mahkota ya�tu pelaku 
yang perannya kec�l dalam suatu t�ndak 
p�dana dan pelaku tersebut bersed�a 
membongkar peran teman-temannya 
yang la�n dan umumnya peran pelaku 
la�n yang d�ungkap oleh seorang saks� 
mahkota ya�tu bert�ndak sebaga� pelaku 
utama. Perl�ndungan terhadap hak 
asas� manus�a terhadap saks� mahkota 
d�wujudkan melalu� hak mendapat 
kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat 
yang sama guna mencapa� persamaan 
dan kead�lan sebaga�mana tercantum 
dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 
dan hak untuk memperoleh kead�lan 
dengan mengajukan permohonan, 
pengaduan, dan gugatan, ba�k dalam 
perkara p�dana, perdata, maupun 

9 Ad� Sul�st�yono, 2007, Negara Hukum : 
Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral, 
Cet. I, Sebelas Maret Un�vers�ty Press, 
Surakarta, hlm.32.  
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adm�n�stras� serta d�ad�l� melalu� 
proses perad�lan yang bebas dan t�dak 
mem�hak, sesua� dengan hukum acara 
yang menjam�n pemer�ksaan yang 
obyekt�f oleh hak�m yang jujur dan 
ad�l untuk memperoleh putusan yang 
ad�l dan benar sebaga�mana tercantum 
dalam Pasal 17 Undang-Undang 
Republ�k Indones�a Nomor 39 Tahun 
1999 Tentang Hak Asas� Manus�a 
selanjutnya d�sebut UURI No.39 
Tahun 1999.

Mengena� Teor� Hukum 
Pembukt�an dalam Hukum Acara 
P�dana ada 4 (empat) ya�tu S�stem 
atau Teor� Pembukt�an Berdasarkan 
Undang-undang Secara Pos�t�f 
(Positief Wettelijke Bewijstheorie), 
S�stem atau Teor� Pembukt�an 
Berdasarkan Keyak�nan Hak�m 
Melulu, S�stem atau Teor� Pembukt�an 
Berdasar Keyak�nan Hak�m atas 
Alasan yang Log�s (Laconviction 
Raissonnee) dan Teor� Pembukt�an 
Berdasarkan Undang-undang Secara 
Negat�f (Negatief Wettelijke).10 Dar� 
ke-4 (empat) teor� hukum pembukt�an 
tersebut maka teor� hukum pembukt�an 
yang d�terapkan d� Indones�a ya�tu 
Teor� Pembukt�an Berdasarkan 
Undang-undang Secara Negat�f 
(Negatief Wettelijke). Mengena� Teor� 
Pembukt�an Berdasarkan Undang-
undang Secara Negat�f (Negatief 
Wettelijke) tercerm�n dalam Pasal 183 
KUHAP yang menyebutkan bahwa 
hak�m t�dak boleh menjatuhkan p�dana 
10 And� Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana 

Indonesia Edisi Kedua, Penerb�t S�nar Graf�ka, 
Jakarta, hlm.251-254.     

kepada seorang kecual� apab�la dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukt� 
yang sah �a memperoleh keyak�nan 
bahwa suatu t�ndak p�dana benar-benar 
terjad� dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya. Mengena� 
Teor� Pembukt�an Berdasarkan 
Undang-undang Secara Negat�f 
(Negatief Wettelijke) d�ka�tkan dengan 
peran penuntut umum terhadap 
penerapan saks� mahkota dalam 
pembukt�an perkara t�ndak p�dana 
korups� ya�tu keberadaan saks� 
mahkota dapat membantu penuntut 
umum untuk menjelaskan tentang 
rangka�an kejad�an dar� suatu per�st�wa 
atau perbuatan p�dana yang d�lakukan 
oleh beberapa orang tersangka atau 
terdakwa termasuk saks� mahkota 
send�r�. Dalam pembukt�an perkara 
t�ndak p�dana korups� t�dak b�sa 
hanya mengandalkan keterangan 
saks�-saks�, keterangan ahl�, surat, 
petunjuk dan keterangan tersangka 
atau keterangan terdakwa tetap� juga 
dapat mengandalkan keterangan 
saks� mahkota karena t�ndak p�dana 
korups� d�lakukan secara terorgan�s�r 
dan mel�batkan orang-orang yang 
mempunya� pos�s� pent�ng. 

Kedudukan saks� mahkota t�dak 
dapat d�p�sahkan dar� adanya ajaran 
penyertaan (delneming). Menurut S.R. 
S�antur� yang menyebutkan bahwa 
“apakah yang d�maksudkan dengan 
�st�lah penyertaan? Jelas bahwa 
makna dar� �st�lah �n� �alah ada dua 
orang atau leb�h yang melakukan 
suatu t�ndak p�dana atau dengan la�n 
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perkataan ada dua orang atau leb�h 
mengamb�l bag�an untuk mewujudkan 
suatu t�ndak p�dana.11 Dalam tataran 
norma hukum pos�t�f yang berlaku d� 
Indones�a khususnya KUHAP t�dak 
ada satu pun pasal yang menyebutkan 
mengena� pengert�an saks� mahkota 
tetap� penerapan saks� mahkota 
yang d�lakukan oleh penuntut umum  
muncul pada saat prakt�k perad�lan 
ya�tu ket�ka suatu perkara p�dana yang 
d�lakukan oleh leb�h dar� 1 (satu) orang 
dan mas�ng-mas�ng orang mempunya� 
peran mas�ng-mas�ng dalam melakukan 
kerjasama untuk mewujudkan adanya 
suatu t�ndak p�dana khususnya dalam 
perkara t�ndak p�dana korups� yang 
termasuk kejahatan terorgan�s�r. 
Dalam pembukt�an perkara t�ndak 
p�dana korups� d� Indones�a ser�ngkal� 
menerapkan adanya saks� mahkota 

11 S.R. S�antur�, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana 
di Indonesia dan Penerapannya, Alumn� 
AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, hlm.336.

karena orang yang menyuruh 
melakukan suatu t�ndak p�dana 
korups� adalah orang yang mempunya� 
kedudukan dalam suatu �nstans� 
pemer�ntahan art�nya orang tersebut 
mempunya� jabatan dan kewenangan 
yang melekat pada jabatan tersebut.

KUHAP secara l�m�tat�f t�dak 
secara tegas member�kan kewenangan 
kepada Penuntut Umum dalam hal 
penerapan saks� mahkota. Untuk 
menjam�n adanya kepast�an hukum 
maka untuk masa yang akan datang 
perlu d�lakukan formulas� terhadap 
ketentuan Pasal 142 KUHAP tersebut. 

Mengena� pengaturan kewe-
nangan Penuntut Umum terhadap 
penerapan saks� mahkota atau d�kenal 
dengan sebutan Justice Collaborator 
d� Negara la�n ya�tu dapat d�gambarkan 
dalam tabel sebaga� ber�kut :12 

12 L�l�k Mulyad�, 2015, Perlindungan Hukum 
Whistleblower dan Justice Collaborator 
Dalam Upaya Penanggulangan Organized 
Crime, P.T. Alumn�, Bandung, hlm.141. 

No. Perbandingan Amerika Serikat Afrika Selatan Belanda

1. Sistem Hukum English Common Law Roman Dutch Law and 
English Common Law

Civil Law Syste, 
French Penal 
Theory

2. Aturan Hukum 
Undang-Undang Reformasi 
Keamanan Saksi Tahun 1984 
(Witnes Protection Act 1984)

Ketentuan Pasal 185A 
Undang-Undang Hukum 
Pidana Tahun 1977, Undang-
undang Perlindungan Saksi 
Nomor 112 Tahun 1998

KUHAP Belanda 
Judul III, Bagian 4B-
4D (Pasal 226 G-226 
L PKC)

3.

K e w e n a n g a n  
Penuntut Umum   
terhadap pene-
rapan saksi 
mahkota 

melakukan permohonan 
perlindungan saksi, dan 
mempersiapkan berkas 
administrasi dan bahkan untuk 
mempermudah pengurusan 
permohonan yang diajukan oleh 
Penuntut umum  Pemerintah 
untuk mengikutsertakan seorang 
saksi dalam Program Keamanan 
Saksi

membuat permohonan 
perlindungan ke jawatan 
dan mempersiapkan 
dokumen pendukung 
(administrasi)

membuat perjanjian 
dengan saksi terkait 
adanya kasus-kasus 
kejahatan serius 
serta termasuk atau 
dapat dianggap 
sebagai kejahatan 
terorganisir serius

Tabel Perbandingan Pengaturan Kewenangan Penuntut Umum 
Terhadap Penerapan Saksi Mahkota di Negara Amerika Serikat, 

Afrika Selatan dan Belanda
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3.2. Formulasi Kewenangan Bagi 
Penuntut Umum terhadap 
penerapan saksi mahkota 
dalam pembuktian tindak 
pidana korupsi menurut 
perspektif Hukum yang akan 
datang (Ius Constituendum)
Adapun beberapa hal yang terka�t 

dengan Formulas� Kewenangan Bag� 
Penuntut Umum terhadap penerapan 
saks� mahkota dalam pembukt�an 
t�ndak p�dana korups� menurut 
perspekt�f Hukum yang akan datang 
(Ius Constituendum) ya�tu sebaga� 
ber�kut : Pertama, mengena� pengert�an 
saks� pelaku yang bekerja sama d� 
Indones�a mas�h menunjukkan adanya 
ket�dakseragaman ya�tu dalam UURI 
No.31 Tahun 2014 mempergunakan 
�st�lah saks� pelaku, dalam SEMA 
No.04 Tahun 2011 mempergunakan 
�st�lah Saks� Pelaku Yang Bekerja sama 
(Justice Collaborators) sedangkan 
dalam Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 2437/K/P�d.Sus/2011 SM dan 
dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung 
RI (SEJA) Nomor B-69/E/02/1997 
per�hal pembukt�an dalam perkara 
p�dana mempergunakan �st�lah saks� 
mahkota. Mengena� �st�lah yang t�dak 
seragam terka�t saks� yang berasal 
dar� tersangka atau terdakwa maka 
kedepannya dalam Rancangan KUHAP 
waj�b mencantumkan mengena� �st�lah 
yang tepat d�pergunakan untuk �st�lah 
saks� yang berasal dar� tersangka atau 
terdakwa tersebut dan �st�lah yang 
tercantum dalam KUHAP pada masa 
mendatang tersebut harus d�sesua�kan 

dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang la�n agar mewujudkan adanya 
harmon�sas� hukum.     

Kedua, mengena� penerapan 
saks� mahkota tersebut hanya 
d�perkenankan untuk t�ngkat kejahatan 
terorgan�s�r art�nya kejahatan dengan 
modus operand� yang cangg�h, 
pelakunya mel�batkan leb�h dar� 1 
(satu) orang serta pembukt�an yang 
rum�t atau sul�t. Dalam hukum pos�t�f 
d� Indones�a pada masa mendatang 
(Ius Constituendum) khususnya dalam 
Rancangan KUHAP harus d�sebutkan 
secara l�m�tat�f mengena� penerapan 
saks� mahkota baru b�sa d�berlakukan 
untuk kejahatan terorgan�s�r, adanya 
penjelasan atau def�n�s� yang jelas 
mengena� kejahatan yang terorgan�s�r, 
jen�s-jen�s kejahatan yang termasuk 
kejahatan yang terorgan�s�r serta 
pengaturan yang jelas mengena� 
larangan penerapan saks� mahkota 
dalam penanganan perkara yang t�dak 
termasuk kejahatan yang terorgan�s�r.

 Ket�ga, mengena� Kesepakatan 
Bersama (plea aggrement) sebaga� 
bag�an dar� Tawar Menawar (plea 
bargain) perlu d�adops� dalam hukum 
pos�t�f d� Indones�a terutama dalam 
kejahatan yang terorgan�s�r art�nya 
terdakwa harus mengaku� terleb�h 
dahulu atas kesalahan yang telah 
d�perbuatnya kemud�an terdakwa 
membuat kesepakatan kerjasama 
dengan penuntut umum untuk 
mengungkapkan �nformas� dan 
bersed�a member�kan kesaks�an d� 
Pengad�lan. Dalam hal �n�, penuntut 
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umum  dalam surat dakwaannya waj�b 
mencantumkan kedudukan saks� 
mahkota atau justice collaborator 
serta penuntut umum member�tahukan 
hal tersebut kepada Ketua Majel�s 
Hak�m yang meny�dangkan perkara 
tersebut serta penuntut umum d�larang 
menjanj�kan pengurangan hukuman 
atau ker�nganan hukum kepada 
seorang saks� mahkota atau justice 
collaborator. 

Keempat, syarat-syarat untuk 
dapat d�sebut sebaga� saks� mahkota 
atau justice collaborator perlu 
d�pertegas dalam Rancangan KUHAP 
untuk masa yang akan datang art�nya 
jangan sampa� terjad� dalam praktek 
hukum acara p�dana dewasa �n� yang 
mempergunakan set�ap tersangka 
atau terdakwa yang menjad� saks� 
dalam berkas perkara tersangka atau 
terdakwa la�n tetap� mas�h dalam 1 
(satu) perkara atau kasus karena pada 
hakekatnya yang dapat d�jad�kan 
sebaga� saks� mahkota atau justice 
collaborator adalah seorang tersangka 
atau terdakwa yang mem�l�k� peran 
yang kec�l dalam suatu perkara atau 
kasus dan tersangka atau terdakwa 
bersed�a bekerjasama dengan penuntut 
umum untuk membongkar peran 
teman-temannya yang mem�l�k� 
peran kunc� dalam suatu perkara atau 
kasus bahkan bert�ndak sebaga� aktor 
�ntelektual. 

Kel�ma, mengena� pem�danaan 
yang tepat yang akan d�kenakan 
kepada seorang saks� mahkota atau 
justice collaborator tentunya akan 

berbeda dengan pem�danaan yang 
akan d�kenakan kepada tersangka atau 
terdakwa dalam suatu perkara t�ndak 
p�dana korups� yang bert�ndak selaku 
aktor �ntelektual atau pelaku utama 
art�nya menurut penul�s pem�danaan 
yang tepat untuk d�kenakan kepada 
saks� mahkota atau justice collaborator 
adalah berupa pengurangan tuntutan 
dan hukuman. Implementas� dar� 
penghargaan �n� leb�h bers�fat 
pol�t�k hukum yang berada d� 
tangan eksekut�f dan t�dak meng�kat 
sepenuhnya kepada yud�kat�f karena 
dalam �mplementas�nya harus d�mula� 
dengan adanya pengajuan tuntutan 
yang leb�h r�ngan oleh Jaksa Penuntut 
Umum terhadap Saks� Pelaku yang 
Bekerjasama.13 

Keenam, perlu adanya formulas� 
terhadap ketentuan Pasal 142 KUHAP 
seh�ngga member�kan kewenangan 
secara l�m�tat�f kepada Penuntut 
Umum terhadap penerapan saks� 
mahkota dalam pembukt�an perkara 
t�ndak p�dana terorgan�s�r khususnya 
t�ndak p�dana korups�.

     
IV. KESIMPULAN

Adapun s�mpulan yang dapat 
d�sampa�kan terka�t dengan penul�san 
�n� ya�tu :

13 Abdul Har�s Semendawa�, 2013, Eksistensi 
Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi 
Catatan tentang Urgensi dan Implikasi 
Yuridis atas Penetapannya Pada Proses 
Peradilan Pidana, ava�lable at www.lpsk.
go.�d, D�sampa�kan Dalam Keg�atan Stad�um 
General Fakultas Hukum Un�vers�tas Islam 
Indones�a, Yogyakarta, 17 Apr�l 2013, d�akses 
pada har� Kam�s, 01 Desember 2016, hlm.15. 
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1. Mengena� Pengaturan 
Kewenangan Penuntut Umum 
terhadap penerapan saks� mahkota 
dalam pembukt�an t�ndak p�dana 
korups� menurut perspekt�f 
Hukum Pos�t�f Indones�a (Ius 
Constitutum) belum d�atur 
secara jelas dan l�m�tat�f dalam 
KUHAP dan pengaturan 
mengena� saks� mahkota atau 
justice collaborator atau saks� 
pelaku yang bekerjasama 
mas�h tersebar dalam beberapa 
Peraturan Perundang-undangan.

2. Mengena� Formulas� 
Kewenangan Bag� Penuntut 
Umum terhadap penerapan saks� 
mahkota dalam pembukt�an 
t�ndak p�dana korups� menurut 
perspekt�f Hukum yang akan 
datang (Ius Constituendum) 
ya�tu mel�put� �st�lah yang tepat 
d�paka� untuk menyebutkan 
saks� mahkota, batas-batas 
penerapan saks� mahkota, 
adaptas� plea bargain system 
dalam Hukum Pos�t�f d� 
Indones�a, syarat-syarat menjad� 
saks� mahkota, pem�danaan 
yang tepat d�terapkan terhadap 
saks� mahkota serta formulas� 
Pasal 142 KUHAP seh�ngga 
member�kan kewenangan 
secara l�m�tat�f kepada Penuntut 
Umum terhadap penerapan saks� 
mahkota.  
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PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Undang-undang Dasar Negara 
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